KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 53 /KPTS/ RS.ST.AISYAH /2010

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
' (PPK-BLUD) RUMAH SAKIT SIT! AISYAH KOTA LUBUKLINGGAU

Menimbang

Mengingat

—

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa dalam rangka penetapan penerapan PPK-BLUD Rumah Sakit Sif Aisyah
Kota Lubuklinggau tefah dilakukan penilaian persyaratan substantif, teknis dan
Administratif oleh tim penilai Penetapan PPK BLUD Pemerintah Kota Lubukiinggau
sesuai dengan Berita Acara Masil Penilaian Usulan Penerapan PPK BLUD dalam

rangka penetapan Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuklinggau untuk menetapkan PPK
BLUD No.03/BA/TPE-BLUD/RSSA/2010;

bahwa berdasarkan hasil penilaian im sebagaimana dimaksud pada hunif a, perdu
ditetapkan penetapan penerapan PPK BLUD Rumah Sakit Sit Aisyah Kota
Lubuklinggau dengan keputusan walikota Lubuklinggau.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau

{Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg‘ara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesla Nomor 4286);

Undang-Undasng Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanginan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah -(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 1437) sebagalmana tefah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenténg Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438}
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Undang-Undang Nomor 36 Tahtn 2008 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063); '

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

Peraturan Pemeriniah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar  Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4585}, :

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005. tentang pedoman pembinaan dan
pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indenesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); :

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 95 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pangelotaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor O08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

Peraturan Daerah Kota Lubukiinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;

. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sit Aisyah Kota
Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubukfinggau Tahun 2008 Nomor 13



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Penerapan Pola Pegelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubukiinggau, yang status BLUDnya adalah
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh.

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA berakhir apabila dicabut oleh Walikota Lubuklinggau atas usulan Sekeetaris
Daerah Kota Lubuklinggau dan atau beribah statusnya menjadi badan hukum dengan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

: Segala biaya yang timbul- sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau, dana bantuan

dan penghasilan lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala
sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

1. Ketua DPRD Kota Lishuklinggau.

2. Inspektur Kota Lubuklinggau.

3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubukiinggau.
4. Ketua Tim Penilai Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Kota Lubuklinggau.

5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubukiinggau.
6. Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Siti Aisyah Lutuklinggau.
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